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Abstrak
 

Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter

secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian

ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan

negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara

(APBN).  Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan

fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan

pemerintah.   Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi

budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah.

Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok

yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian

berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau

sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis

dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021,

pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan

UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk

mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh

terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

......This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions

optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also

prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government

financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the

budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a

levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards

optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in

regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco

consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding

including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise

on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of

Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021,

through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes.

Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to

sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the

tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets.
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